
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor
4844);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara RepubJik
IndonesiaNomor 5495);
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Mengingat

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 27A TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 12 TAHUN
2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG

/:3":,,, Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun
.~:~:{ 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Dacrah

Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Organisasi Pemerintah Desa pcr lu disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang baru dan lcbih
tinggi;

b. bahwa untuk mencapai mak sud pada konsideran
menimbang huruf a, perlu merietapkan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tenta ng
Organisasi Pemerintah Desa dalarn Peraturan Bupat i.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tarrun 1950 teru.ang
Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupatc n dala.n
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah clcngan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara RepubJik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 2730);
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10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran
Oaerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 ten tang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008
Nomor 5/D);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 teritang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Oaerah dan
Sekretariat DPRO Kabupatcn Jombang [Lemburan
Oaerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 6/0);

13. Pcraturan Oaerah Nomor 13 Tahun 2008 tcntang
Organisasi dan Tata Kerja Kccarnatan dan Kelurahan
Kabupaten Jombang (Lcmburan Oaerah Kabupatcn
Jombang Tahun 2008 Nomor 13/0);

14. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 lentang Tara
Cara Pelaporan dan Perta nggungjawaba n
Penyelenggaraan Pemerintahan Oesa (Lemburan Dacra h
Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 20/1<:,
Tambahan Lernbaran Dacruh Nomor 20/E);

15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tah un 2013
ten tang Pedoman Pclaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Organisasi Pemerintah Desa.

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang
Organisasi Pemerintah Oesa (Lembaran Oaerah
Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/0,
Tarr..bahan Lembaran Oaerah Kabupalen Jombang
Nomor 6/D);

9. Peraturan Oaerah Nomor 7 Tahun 2006 ten lang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2006 Nomor 7 /D, Tambahan Lembaran
Oaerah Kabupaten Jombang Nomor 7/D);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tcntarig
Pembagian Urusan Pernerintahan an tara Pernerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Oaerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ten tang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 35 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Tala Cara Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Penyelcnggaraan Pemerintahan
Oesa;
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5. Kccarnatan adalah wilayuh kerja Carnat sebagui
Perangkat Daerah KabupaLcn.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang uniuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat sctempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usu1, dan.' ata u
hak tradisionalyang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penye1enggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat seternpat dalam sistem pcmerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat
Desa sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.

/. ~'~
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daera h
Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 12/8) diubuh
sebagai berikut:

1. Kelcntuan dalam Pasa1 1 angka 6, angka 7, angka 8
dan angka 11 diu bah sehingga secara kese1uruhan
Pasal 1 berbunyi sebagai bcrikut :

Pasal 1

1. Daerah ada1ah Kabupaten .Jornbang.

2. Pemerintah Daerah adala h Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyclcnggara Pcrnerin tahan
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaaraan

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan
Repub1ik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI
PEMERINTAH DESA.
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Desa
peserta

Kopala
kepada

dilarang
pemilihan

(1) Dalam pemilihan
membebankan biaya
Kepala Desa.

Pasa16

16. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang diberituk oleh
masyarakat sesuar dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
mem berdayakan masyaraka t.

17. Rapat Pleno Terbuka adalah rapat yang dilak uka n
oleh Panitia sebagaimana dimaksud angka 12 clan
angka 13 di suatu tcrnpat yang dapat dihadiri oleh
unsur gPO dan para pcserta, tetapi tidak memiliki
hak menyampaikan pcndapat atau mempengaruhi
jalannya rapat pleno.

18. Berita Acara adalah naskah rcsrni yang mcnjclaskan
suatu peristiwa dan pelaku dalam pcristiwa yang
dibuat oleh Panitia sebagaimana dirnaksud angka
12 dan angka 13.

19. Pejabat yang ditunj uk adalah SekreLaris Daerah
Kabupaten Jombang, Asistcn Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah KabupaLen
Jombang, dan Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Sekretariat Daerah KabupaLen
Jombang.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 aynt (2) dan ayat (3) diubah
sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi se bagai
berikut :

10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala
Dusun dan Staf Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebui
dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

12. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh
BPD untuk rnelaksariakan penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa.

13. Panitia Seleksi adalah panitia yang diberituk oleh
Kepala Desa untuk melaksanakan penyclenggaraan
seleksi pengisian Perangkat Desa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkal APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemeriritah
Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang­
undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan
BPD.

.\ ..
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Pasal10

(1) Pendaftaran peserta pernilihan Kepala Desa
dilakukan dengan waktu pcridaftaran setiap huri
selama 9 (sembilan) hari kalcndcr, mulai pukul
08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

(2) Apabila sampai dengan berakhirnya waktu
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ~1),
tidak ada pendaftar atau hanya ada satu pendaftar,
maka waktu pendaftaran diperpanjang selama 4
(empat) hari kalender.

(3) Apabila setelah diperpanjang sebagaimana
dimaksud pad a ayat (2) tidak ada pendaftar atau
hanya ada satu pendaftar, maka waktu pendaftaran
diperpanjang selama 4 (empat) hari kalender.

(4) Apabila se telah dipcrpanjang sebagaimaria
dimaksud pada ayat (3) tidak ada pendaftar a tu 1I

hanya ada satu pendaftar, rnaka Panitia Pernilihu n
berkonsultasi dengan Camat untuk menyusun u!ang
jadwal pemilihan Kepala Dcsa.

4. Ketentuan dalam Pasa! 11 huruf b, huruf c, hur uf d,
huruf h, huruf i, huruf k clan huruf p diubah, huruf m
dihapus, setelah ayat (2) ditarnbah ayat (3) sehingga
sccara keseluruhan Pasal ] 1 bcrbunyi scbagai bcrikut :

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bant.uan
keuangan kepada Dcsa yang menyelenggarakan
pemilihan Kepala Desa.

(4) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksucl
pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. jumlah pemilih sampai dengan 1.000 (seribu)
orang sebesar Rp.l0.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah);

b. jumlah pemilih 1.001 (seribu satu) orang sarnpai
dengan 2.000 (dua ribu) orang, sebesar
Rp.l1.000.000,00 (sebclas juta rupiah);

c. jumlah pemilih 2.001 (dua ribu satu) orang
sampai dengan 3.000 (tiga ribu) orang, sebesar
Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

d. jumlah pemilih 3.001 (tiga ribu satu) orang
sam pal dengan 4.000 (empat ribu) orang,
sebesar Rp.13.000.000,OO (tiga belas jura
rupiah);

e. jumlah pemilih lebih dari 4.000 (empat ribu)
orang, sebesar 14.000.000,00 (empat belas juta
rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut :

(2) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan dalarn
APB Desa.
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r. bersedia dicalonkan sebagai Kcpala Dcsu,
dibuktikan dengan surut pcrnyataan;

g. berkelakuan baik, jujur dan adil;

h. tidak pernah dija tuhi pidaria penjara
berdasarkan put.usan pengadilan yang Lelah
mempunyai kckuatan hukum tctap karcnu
melakukan tinclak pidaria yang diancarn
dengan pidana pcnjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka
kepada publik bahwa yang bersangkutan
pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulung, dibuktikan sural
pernyataan;

1. tidak sedang dalarn proses pemeriksaan yang
berwajib atau tidak sedang dalam proses
peradilan karena suatu tindak pidana dan/ atau
tidak sedang menja lani hukuman pidana
penjara, dibuktikan clengan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK);

J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai clengan
putusan pengaclilan yang mernpunyai kekuatan
hukum tetap, dibuktikan dengan sural
pernyataan;

Pasal 11

(1) Yang dapat mendaftar scbagai peserta perniliha n
Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia, yang
memenuhi syarat:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, melaksanakan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Bhinneka Tunggal lka;

c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat, dibuktika n
dengan ijazah yang teluh dilegalisir oleh pcjabat
yang berwenang;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tah un
pada saat mendaftar, dibuktikan dengan akta
kelahiran yang dilcgalisir oleh pejabat yang
berwenang atau sural keterangan dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. sehat jasmani clan roh an i, dibuktikan dengan
Surat Keterangan Schut dari dckter Pcmerin ta h ;

.' t.. ~·
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memenuhi syarai:

a. terdaftar scbagai pcnduduk Dcsa yang
bersangkutan sccara sah sekurang-kurangnya
selama 6 (eriam) bulan Lerakhir Lidak terpu LUS­

putus dibuktikan dcngan Kart.u Tandu
Penduduk;

b. pada hari pernungutan suara pernilihan
Kepala Desa sudah bcrumur 17 (tujuh bclus)
tahun atau sudahj pcrnah menikah;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya bcrda sarkan
putusan perigadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tctap,

Warga Ncgara ) '('\11 u;:-,Indonesiaadalah(1) Pernilih

Pasal 16

"r~:_i;:

k. terdaftar sebagai pcnduduk dan berternpat
tinggal di Oesa seternpat paling kurang 1
(satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuktika n
dengan surat pernyataan yang bersangkutan dan
dilampiri salin an Kartu Tanda Penduduk yang
dilegalisir;

1. tidak sedang menjadi Panitia Pemilihan Kepala
Desa;

m. dihapus;
n. tidak sedang mcnjaba t sebagai PenjabaL (Pj)

Kepala Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan
sebelum perigumuman jadwal pelaksariaan
pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimak sud
dalam Pasal 9 ayat (2);

o. tidak sedang mcnjadi anggota BPO;

p. tidak pernah manjabat sebagai Kepala DCScl
selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

q. mengisi Iorrnu lir pendafturan ;

r. menyerahkan foto ceta k dan foto dalam cakrarn
(compact disk).

(2) Pegawai Negeri SipiljTNI-POLRI selain harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yang bersangkutan harus terlebih dahulu
mendapat izm tertulis dari pimpinan instansi
induknya, dan apabila terpilih sebagai Kepala Desa
dibebas tugaskan untuk sementara waktu dari
jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya
sebagai Pegawai Negeri SipiljTNI-POLRI.

(3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalarn
pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak
yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal ca lon
kepala Desa sampai dcngan sclcsa inyu pclaksanuan
penetapan calon terpilih.

5. KeLentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diuba h
sehingga secara keseluruhun Pasal 16 berbunyi sebagai
berikut:

'"
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(1) BPO meneruskan l8pOJ"<J.J1 pertanggurigjawaban
keuangan Panitia Pemilihan kepada Kepala De sa
atau Penjabat Kepala Dcsa.

(2) BPD mengusulkan pcscrta pcmilihan Kepala Dcsa
terpilih untuk d isah kan sebagai Kepala De sa,
selarnbat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender
terhitung sejak hari Pcmilihan Kepala Desa kepada
Bupati melalui CarnaL.

(3) Bupati mengesahkan hasil pemilihan Kepala Desa
selambat-lambatnya 30 (liga puluh) hari sesuduh
penetapan hasil pernilihan Kopala Dcsa dcng(111
Keputusan Bupati.

(4) dihapus.

7. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (4) diubah, setelah ayat
(4) ditambahkan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga
secara keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasa133

(1) Kepala Oesa mengadakan rapat desa yang terdiri
dari unsur BPD, Perangkat Oesa dan tokoh
masyarakat untuk membcntuk Panitia Seleksi
dengan Keputusan Kepala Oesa.

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pad a ayat
(1) terdiri dari Pcrangka t Desa dan tokuh
masyarakat selain anggota BPO, sebanyak­
banyaknya 7 (tujuh) orang.

(3) Susunan Panit ia Sclcksi tcrd iri dari:
a. ketua;

I!.J:'-~,
.' .
\ ... '.. :'

(2) Panitia Pemilihan mcndaftar pemilih yang
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dari rumah ke rurnah, dan dibuat Daltar Pcmilih
Sementara.

(3) Panitia Pemilihan mcngurnumkan Daftar Pernilih
Sementara dengan dipasang di tempat yang mudah
dibaca rnasyarakat, sekurang-kurangnya 5 (lima)
hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(4) Penduduk Desa yang tidak berada di rumah pada
saat didaftar oleh Pa n it ia Pcrniliha n, d.ipat datang kc
Panitia Pernilihan scbclurn Daftar Pernilih Te tap
disahkan.

(5) Tarnbahan pemilih sctclah d is uaun Da ltur Pcm ilih
Sementara dibuat Daltar Pcrnilih Tarnbahan.

(6) Panitia Pemilihan mcngcsahkan Daft.ar Pcmilih
Sementara dan Daftar Pcrnilih Tambahan menjadi
Oaf tar Pemilih Tctap dalarn beri ta acara sekurang­
kurangnya 2 (duu) hari scbelurn pelaksanuan
pemungutan suara.

6. Keterituan dalam Pasal 31 ayut (2) dan ayat (3) d iubu h,
ayat (4) dihapus sehingga sccara kcseluruhan Pasal 31
berbunyi sebagai berikut :

Pasa131

, /, Ii
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(5) Dihapus.

Pasal34

(1) Dalam seleksi Perangkat Desa dilarang mernungul
biaya kepada pendaftar atau peserta seleksi.

(2) Biaya seleksi dan pcla n tikan Perangkat Desa
dibebankan dalam APB Desa.

(3) Pemerintah Daerah dupat memberikan bani uan
keuangan kepada Desa yang menyelenggarakan
pengisian Perangkat Dcsa se ka li dalarn satu tahun.

(4) Besaran bantuan keuangan scbagaimana dimaksud
pada ayat (3) adala h Rp.3.000.000,OO (tiga juta
rupiah) setiap Desa yang melaksariakan pengisian
perangkat ditarnbah 1~p.300.000,OO (liga ratus ribu
rupiah) setiap jabatan Perangkat Desa yang akan
diisi.

b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. anggota.

(4) Panitia Seleksi rnernpunyai tugas:
a. rnenyusun jadwal pelaksanaan seleksi sarnpai

dengan pelantikan pengangkatan Perangkai
Desa;

b. rnenyusun rencana anggaran belanja;
c. mengurnurnkan jadwal pelaksanaan seleksi;
d. mengumumkan pendaftaran peserta seleksi

Perangkat Desa;
e. rnelakukan penelitian adrninistrasi;
f. mengurnumkan pcserta seleksi yang rnernenuhi

syarat adrninistrasi;
g. menyiapkan sarana dan prasarana seleksi;
h. melaksanakan selcksi Perangkat Desa;
1. rnernbuat berita acara setiap tahapan seleksi:
J. rnernbuat laporan pertanggungjawaba n

keuangan;
k. menyampaikan husil selcksi Perangkat Desa

kepada Kepala Dcsa.

(5) Kepala Desa melakuka n korisultasi dengan Carnal
mengenai pengangka ta 11 Pcrangkat Desa;

(6) Carnat mernberikan rckorncndasi tertulis yang
rnernuat rnengenai calo n Pcrangkat Desa yang telah
dikonsultasikan dengan Kopala Desa; dan

(7) Rekornendasi tertulis Carnal dijadikan dasar olen
Kepala Desa dalam pcrigangkutan Pcrangkat Desa
dengan keputusan Kcpula Dcsa.

8. Ketcrituan dalam Pasal 34 .iyat (2) dan ayat (3) diubuh,
ayat (5) dihapus se hingga seca ra keselur uhan Pasal 34
berbunyi sebagai berikut :
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g. tidak perriah dih uk um karena melakukan
tindak pidana kejahatan, dibuktikan den can
surat pernyataan;

h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang
berwajib atau tidak sedang dalam proses
peradilan karena suatu tindak pidana,
dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian;

1. terdaftar sebagai penduduk Desa dan
bertempat tinggal d i Desa paling kurang 1
(satu) tahun sebclum pendaftaran dan
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
yang dilegalisir;

J. khusus un tuk penglslan Perangkat Dcsa
jabatan Kcpalu Dus un, harus berternpat
tinggal di dus un yang bersangkutan,
dibuktikan derigan surat pernyataan dan
salinan Kart.u Tu nda Penduduk ynng
dilegalisir;

k. tidak mcmpunya: hubungan keluargu
(istri/ suami, aria k , menan tu, orang tua,
saudara kand ung) clengan Kopala De sa
dan z atau Pa n it iu Sclcksi;

1. tidak rnernpuny:u liubungan kcluarga
(i str i/ sua mi, annk, mcria ntu , orang LUd,

saudara kane!ung) an tar pcndaf'tar pada
jabatan yang sama;

m. tidak menjadi Panitia Scleksi;

f.

dengan
dok tcr

sehat jasmani clan rohani, dibuktikan
Surat Keterangan Sehat dar i
Pemerintah;
berkelakuan baik, jujur dan adil;

e.

Pasa136

(1) Untuk mendaftar sebagai peserta seleksi Perangkat
Desa adalah Warga Negara Indonesia, yang
memenuhi syarat:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat ke pada Pancasila, Undang­

Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pcrncrintah dan Negara Kesaluan
Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah
menengah umUI11 atau yang sederajaL,
dibuktikan dengan ijazah yang Lelah dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang;

d. berusia 20 (dua puluh) tahun sarnpai dengan
42 (empat puluh dual tahun , dibuktikan akta
kelahiran yang dilegalisir pejabat yang
berwenang atau su rat keterangan dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

9. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, huruf d dan
huruf i diubah sehingga sccara keseluruhan Pasal 36
berbunyi sebagai berikut :

10
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,BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 271.jE

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 20 .Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO
-

Ditctapkan eli Jombang
pada tanggal 20 Agustus 2014

BUPATI JOMBANG,

Peraturan Bupati 1111 mulai bcrlaku pada L(,lnggu I
diundangkan.

Agar setiap orang da pat. mc ngct.a h u iriya , rncmcrintahkan
pcngundangan Pcraturan Bupa ti m i dcng<lll
periempatannya dalarn Bcrita Dacrah Kabu pu Len Jorn ba rig.

, .
\.~ ..... I. "

n. tidak sedang mcnjaba t scbagai Pcrangka;
Desa;

o. tidak sedang menjadi anggota BPD;
p. mengisi formulir pendaftaran;
q. melampirkan salinan kcpu t LIS"I)

pcngangkatan dalarn jabatan Perneriruuhun
Desa yang tclah dilcgalisir atau s urnt
keterangan pengalaman kerja di bicl<lllg
Pcrnerintahan Desa dari pcjabat y<111~~

berwenang.
r. rnenyerahkan Ioto cctak.

(2) Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRf selain har us
merncnuhi persyaratan scbagairnana d imn ks ud
pada ayat (J), yclllg bcrsa ngk utan hn rus LnlclJii1
dab ulu mcndapat 1:0111 tcrlulis dn ri pirn pi n.m
instu n s i irid uk nyu, du u apabila tcrpil ih sciJ(_\~),'li
Perangkat De sa d ibcbas t.uga ska n uut uk scmc-nr.u..
waktu dari jabaiun orgu n ik nya ta n pa kehilungilll
statusnya scbagai Pegawai Ncgcri Sipilj'I'NJ ·P()U~I,

Pasal II

, '>'"
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